
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perenmnaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEruTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 40 /M.PPN/HK/O4/2O22

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PENCUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2022

MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,

Menimbang

McnSingat

a. bahwa dalam rungla mewujudkan sinerSitas Wngo^lan
demokrasi Indonesia melalui pelaksanaan progrum dan
kegiatan oleh selumh pemangku kepentingan di tingkat
pusat dan daerah d,an untr.rk mewujudkan konsolidasi
demokrasi, pcrlu dilaksanakan kegiatan koordinasi strategis

Wngoatan demokrasi lndonesia tahvn 2022;

b. bahwa berdasarkan Wrtimbang n xbagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordrnasi Strategis
Penguatan Demokrasi lndonesia Tahun 2022;

c. bahwa ynjabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam
lAmpfuan Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi

Wrsyar^fan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

anSgota Tim Koordinasi Strategis Pengo.atan Demokrasi
lndonesia Tahvn 2022;

l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentanS Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 124, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Angg:aran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angaran 2022
(lnmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
341,Tambahan leffibatan Negara Republik Indonesia Nomor
6735);

3. Peratutan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Ar.ggaran dan Belanja Negara sebagaimana

teiah diubah .



Menetapkan

PtR't At\,t.,\

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

telah ditbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5O Tahun
20r8;'

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahw 2Ol9 tentang Penataan
Tugas dan [ungsi Kementerian NeSara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;

6. Pera'i)ran Presiden Nomor 80 TahLLn 2OZl tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionall

7- PeratjJran Presiden Nomor 81 Tahun 2027 tentang Badan
Perencanaan Pcmbangunan Nasional;

8. Peraturan Menteri Petencanazn Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

9- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pemb angtnan Nasional
Nomor 14 Tahun 2O2O tentang Organisasi dan Tata Ke4a
Kementerian Petencanaz;n Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMTITLISKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAI TENTANC PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
STRATEGIS PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2022.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengoatan Demokrasi
Indonesia untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis

dengan susunan keanpgotaan sebagaimana tercantum dalam
l,ampir an Keputusan ini.

Tim Koordinasi Strategis Indonesia terdiri atas Tim Pengarah,

Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

Tim Pengarah beriugas memberikan arahan kebijakan,
mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi
saran Wnlecahan alas prmasalahan pelaksanaan kegiatan.

Penanggung Jawab bertlugas memegang tanggang jawab tethadap
seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis.

Tim Pelaksana bertugas:KELIMA

a. melakukan . ..
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KEENAA/t

KEruJUH

a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan yaitu
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Praktisi, Pelaku Swasta dan
Pemangku kepentingan lainnya dalam rungka Wngsatan
demokrasi di Indonesia;

b. melaksanakan disl-usi, menganalisis, dan mengevaluasi
kebijakan, progr^m dan kegiatan dalam pc.ng:u.atan demokrasi
Indonesia dengan paru pemanglu kepentingan;

c. mensinergikan pelaksanaan pengoatan demokrasi Indonesia
dengan para pemangku kepentingan;

d. melakukan sosialisasi dan diseminasi rencana pembanganan
bidang politik dan komunikasi baik jangka panjang, menengah
d,an tahunan ke berbagai pemangku kepcntingan dalam
rangka Wngsalan demokrasi:

e. melakukan koordinasi berkelanjutan pada kegiatan pengaatan
demokrasi bersama pemangku kepentingan dalam rungla
pen)'usunan Indeks Demokrasi Indonesia; dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
kegialan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

Tenaga Pendukung berhrgas :

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam
pengumpulan data dan informasi; dan

b. melaksanakan tugas kesekretafiatan d^n tugas lainnya yang
ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

Segala biaya yang diryrhlkan dalam rangka pelaksanaan tugas
Tim Koordinasi Strategis Pengsatan Demokrasi Indonesia
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Percncanaan Pembangunan Nasional Tahun An ggaran 2022.

KEDELAPAN:.-.
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KEDEI.APAN : Keputusan ini berlaku sejak tangga[ ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 3 J^nuari 2022.

Ditetapkan di Jakada
pada tanggal 6 April2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAL\ BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUIIARSO MONOARFA

Saiinan seuai dergan aslinya
K+ala Biro Hukum,

z=-
RR. Rita Erawati

ttd.



A. TIM PENGARAH

Ketua

B. PENANGGLING JAWAB

C. TIM PELAKSANA

Ketua

Anggota

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATTGIS

PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAI{LTN 2022

Menteri PPN/Kepala Bappcnas.

SAIINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 40 /M.PPN,/HK / 04/ 2022
TANGGAL 6 APFJL 2022

Deputi Bidang Politik, Ilukum, Perlahanan dan
Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Kepala Biro Perundang-Undangan, Se[ien
KPU RI;

2. Sekretaris Jenderal. KPU RI;

3. lkpala Biro Fasilitasi Pengawasan, Setjen
Bawaslu RI;

4. Nerry Aryati, S.S., Koordinator Bagian
Monev, Setjen Bawaslu;

5. Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum, Kementerian
Dalam Negeri;

6. Direktur Politik Dalam Negeri,
Kementerian Dalam Ncaeri;

7. Danang Binuko, SE, M.AP.,, Analis
Kebijakan Ahli Madya Fasilitasi l*mbaga
P emeint ahan dan Perwakilan ;

8. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam
Negeri, Kementerian Koordinator Bidang

Politik,
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Politik, IIukum, d anKeamanan;

9. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan
Organisasi Masyar^kat, Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamananl

10. Kolonel (TNI) Sidik, Kepala Bidang
Pengaatan Demokrasi dan Kelembagaan
Demokrasi, Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Httkttm, dan Keamanan;

11. Sekretaris Utama, BPIP;

1 2. Direktur Pembudayaan, BPIP;

13. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Komunikasi dan Inf ormatika:,

14. Sekretaris Badan Litbang dan SDM,
Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

15. Dyah Purwaningrum, S.E., M.Sc.,
Koordinatm Pen).usunan Ang&aran,
Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

16. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan

Pusat Statistik;

1 7. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan

Pusat Statistik;

18. Nona Iriana, S.Si., M.Si., Koordinator
FunSsi Statistik Politik dan Keamanan,
Badan P$sat Statistik;

19. Drs. lndrajaya, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

20. Dewi Sri Sotijaningsih, SE, M.Si,
Kementerian PPN / B appenas;

27. Maharani, S.E, MBA, Kementerian
PPN/Bappenas;

22. Ytnes Herawati, S.Sos, MIDS,
Kementerian PPN/Bappenas;

23- l/lInaya Nasiri, S.Sos, Kementerian
PPN/Bappenas.

D. TENAGA .. .
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D. TENAGA PENDUKUNG 1 . Rubiyanto, Kementeian PPN/Bappenas;

2. Hanifa Eka Ramadhyani, S.I.P.

Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARIA

Salinan sesr:ai dengan aslinya
Kepala Bio Huln:m,

-/tE-/ z='
RR Rita Erawati

fid


